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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan   

 Dalam menjalankan tugasnya para pimpinan 

maupun manajer menjalankan berbagai fungsi 

manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen 

diantaranya adalah fungsi perencanaan (planning), 

fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi 

pelaksanaan (actuating) dan fungsi pengawasan 

(Controlling).     

 Fungsi terakhir dari manajemen adalah 

pengawasan (controlling) atau pemantuan keberhasilan 

kegiatan-kegitan dalam mencapai sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan pada saat membuat perencanaan, 

menyusun organisasi atau pengorganisasian. Ketika 

perusahaan atau organisasi bekerja menuju sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan, manajer harus memonitor 

kegiatankegiatan tersebut untuk memastikan bahwa 

tidak ada penyimpangan dari perencanaan, 

pengorganiasasian, dan kepemimpinan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.11    

 
11 Henki Idris Issakh. Zahrida Wiryawan, “Pengantar Manajemen”. 

(Jakarta: In Media, 2020), h. 523 



 

19 

 Pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi apabila perlu 

dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Pengawasan adalah fungsi 

manajerial yang berhubungan dengan pengaturan 

kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang 

sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis 

terhadap sasaran dasar organisasi perusahaan. 

Pengawasan memastikan bahwa segala sesuatu berada 

dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang di 

tentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa 

dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi 

kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta 

membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu 

kembali. Pengawasan dalam pandangan Islam 

dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, 

mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.12 

G.R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah 

proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu 

standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, 

menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan 

 
12 Romi Adetio Setiawan, ‘Tinjauan Pengawasan Terhadap Kinerja 

Karyawan dalam Konteks Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Cafe Corner 

Bengkulu’, Jurnal Keislaman, 6.2 (2023),  1-14 (h. 3) 
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perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan standar.13 

 Kemudian Sondang P. Siagian mengatakan bahwa 

pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh 

kegiatan organisasi guna lebih mejamin bahwa semua 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.14 

2. Tujuan Pengawasan    

 Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung 

jawab bisa melaksanakannya dengan baik. Kinerja 

karyawan dikontrol dengan sistem operasioanal dan 

prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap 

kesalahan dan penyimpangan.  

3. Ciri-ciri Pengawasan   

 Mamduh M. Hanafi mengemukakan ciri-ciri 

pengendalian / pengawasan yang efektif yaitu:  

a. Disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi 

Sistem pengawasan yang baik ditujukan untuk 

 
13 Malayu S.P. Hasibuan. ’Manajemen’, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 

h. 242 

14 Sondang P. Siagian. ‘Fungsi-fungsi Manajerial’, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2019), h. 125 
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memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai 

dengan yang direncanakan. 

a.  Disesuaikan dengan manajer Pengawasan yang 

baik harus sesuai dengan karakteristik manajer. 

Pengawasan ditujukan untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan 

demikian pengawasan harus mengahasilkan 

informasi yang bisa dimengerti. c. 

b. Ekonomis Sistem pengawasan harus 

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Dengan 

kata lain, manfaat yang diperoleh dari sistem 

pengawasan harus lebih tinggi dibandingkan 

dengan biaya yang dikeluarkan. 

c. Akurat Informasi yang diperlukan untuk 

pengawasan yang baik. Informasi yang tidak 

akurat bisa merusak pengawasan atau 

menimbulkan masalah baru. 

d. Tepat waktu Informasi harus datang pada waktu 

yang tepat. Apabila informasi tersebut datangnya 

terlambat, informasi tersebut tidak akan 

bermanfaat banyak untuk perbaikan dimasa 

mendatang. 
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e. Fleksibel Lingkungan bisnis saat ini tidak ada lagi 

yang stabil selamanya. Sistem pengawasan yang 

baik juga harus memperhitungkan 

kemungkinankemungkinan perubahan 

f. Objektif dan bisa dipahami Sistem pengawasan 

yang baik harus jelas dan objektif. Kejelasan 

membuat anggota organisasi tahu apa yang harus 

dilakukan. 

g. Mengarah pada perbaikan Sistem pengawasan 

yang baik harus bisa mengahasilkan informasi 

yang mengarah pada perbaikan informasi tersebut 

harus sampai pada pihak yang bertanggung jawab, 

yang diharapkan bisa memperbaiki kekurangan 

yang ada.15 

4. Good Goverance 

Good Governance yang dimaksud adalah 

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan 

negara dalam melaksanakan penyediaan public goods 

and service disebut governance (pemerintah atau 

kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya 

disebut “good governance” (kepemerintahan yang 

baik). Agar “good governance” dapat menjadi 
 

15 Badrudin. Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2022), 

h.228 
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kenyataan dan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak 

yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance 

yang efektif menuntut adanya “alignment” 

(koordinasi) yang baik dan integritas, profesional 

serta etos kerja dan moral yang tinggi, Dengan 

demikian penerapan konsep “good governance” 

dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah 

negara merupakan tantangan tersendiri.16

 United Nation Development Program (UNDP) 

dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; 

“Governance for sustainable human development”, 

mendefinisikan kepemerintahan (governance) 

sebagai berikut: “Governance is the exercise of 

economic, political, and administrative author to 

manage a country’s affairs at all levels and means by 

which state being of their population”. 

“Kepemerintahan adalah pelaksanaan 

kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik 

dan administratif untuk mengelola berbagai urusan 

negara pada setiap tingkatannya dan merupakan 

instrumen kebijakan negara untuk mendorong 

 
16 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” 

Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2 
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terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan 

kohesivitas sosial dalam masyarakat”17 

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Definisi Standar operasional prosedur (SOP) 

Sta lndalr operalsionall prosedur aldallalh pedomaln 

ya lng berisi prosedur-prosedur operalsionall yalng aldal 

di dallalm sua ltu orgalnisalsi yalng diguna lkaln untuk 

memalstikaln balhwal semual keputusaln daln tindalkaln 

sertal penggunalaln falsilitals-falsilitals proses ya lng 

dilalkukaln oleh oralng-oralng di dallalm orgalnisa lsi yalng 

merupalkaln alnggotal orgalnisalsialgalr berja llaln efektif 

da ln efisien, konsisten, stalndalrd aln sistemaltis.18 

Berikut beberalpal devinisi Stalndalr Opera lsionall 

prosedur (SOP) menurut pa lral alhli: 

Menurut Nur’a lini, stalndalr opera lting procedure 

da lpalt didevinisikaln sebalgali sallalh saltu palndualn 

pokok mengenali talhalpaln yalng berhubunga ln dengaln 

a lktivitals kerjal yalng dilalkukaln secalral rutin malupun 

non rutin dallalm sebualh perusalhala ln.  

 
17 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” 

Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), h 2 

18 Khozin Zaki, ’Penguatan Standard Operating Procedure (SOP) 

Layanan Sertifikasi Halal di Universitas Perspektif Employe Branding’, 

International Journal Mathla’ul Anwar Of Halal Issues, 3.1 (2023), 1-7 (h.2) 
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Menurut Messilal, SOP merupalkaln sebualh alcualn 

ya lng dimiliki oleh sua ltu perusalhala ln da llalm 

melalkukaln pengendallialn terhaldalp kegialtaln 

operalsionall perusalhala ln. 

Da lri berbalgali pengertialn dialtals malkal dalpalt 

disimpulkaln balhwal stalndalrd opera lting procedure 

(SOP) merupa lkaln alcualn balgi kalryalwaln ya lng berisi 

mengenali stalndalr prosedur yalng diguna lkaln untuk 

memalstikaln balhwal kegialtaln yalng dilalkuka ln didallalm 

perusa lhalaln berjallaln sesua li dengaln tujualn perusa lhalaln 

sertal dalpalt meminimallisalsi kesallalhaln.19 

2. Unsur-unsur Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Berikut unsur-unsur SOP ya lng bisa l diguna lkaln 

seba lgali alcualn dallalm mengimplementa lsikaln SOP 

a lntalral lalin sebalgali berikut: 

a. Tujualn. Penyusunaln SOP ha lrus dinya ltalka ln jelals 

a lgalral bisal menjaldi lalndalsaln setialp prosedur sertal 

lalngkalh kegialtaln yalng aldal dallalm SOP, termalsuk 

keputusaln-keputusaln yalng dialmbil palda l salalt 

melalksalnalkaln sualtu prosedur daln kegialtaln. 

 
19Dialn Raltnal, “ALnallisis Efektivita ls Penera lpaln Stalndalr Opera lting 

Procedure (SOP) paldal Dalpalrtemen Community d ALcaldemy RUN System (pt. 

globall sukses tbk)”, Selektal malnaljemen: Jurnall malhalsiswal bisnis & 

malnaljemen. Vol. 1.6 (2022), 58-75 (h. 60) 
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b. Kebijalkaln. Pedomaln SOP ha lrus dilengkalpi 

dengaln pernyaltalaln kebijalkaln yalng terkalit, yalng 

bertujualn mendukung pelalksalnalaln prosedur 

secalral efektif daln efisien.  

c. Petunjuk operalsionall. Petunjuk operalsiona ll halnyal 

disa ljikaln pa ldal alwall pedomaln, daln tidalk disa ljikaln 

berulalng-ulalng paldal setialp prosedur. Petunjuk 

operalsionall halrus dinyaltalkaln secalral lengkalp, 

konsisten, daln balhalsal yalng jelals.  

d. Piha lk yalng terlibalt. Dallalm pelalksalnalaln prosedur, 

lebih balik menggunalkaln fungsi sebalgali 

representalsi dalri pihalk yalng terlibalt, da lripaldal 

menggunalkaln nalmal balgialn altalu unit, da lpa lrtemen 

a ltalu jugal nalmal jalbaltaln daln oralng yalng rentaln 

terhaldalp perubalhaln altalu pergalntialn. 

e. Formulir. Didallalm SOP, formulir a ltalu bla lnko 

a ltalu dokumen, merupalkaln medial vallida lsi daln 

kontrol prosedur. 

f. Ma lsukaln. Setelalh formulir sebalgali medial 

malsukaln disialpkaln, malkal kegialtaln didallalm 

sistem dalpaly dilalkukaln, dengaln alsumsi ba lhwal 

kua llitals da ltal sudalh memenuhi persyalraltaln sesua li 

ya lng dinyaltalkaln dallalm kebijalkaln altalu sya lralt 

prosedur. 
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g. Proses. Da ltal daln informalsi didallalm malsukaln 

diubalh menjaldi informalsi daln knowledge yalng 

dibutuhkaln oleh orgalnisalsi untuk penga lmbilaln 

keputusaln daln melalksalnalkaln kegialtaln da llalm 

ra lngkal mencalpali tujualn yalng ditetalpkaln, ba lik 

jalngkal pendek malupun jalngkal palnjalng. 

h. Lalporaln. Lalpora ln yalng dimalksud dallalm SOP 

ha lrus dibedalkaln dengaln formulir, blalnko, a ltalu 

dokumen. 

i. Va llidalsi. Tujualn dalri melalkukaln vallidalsi aldallalh 

untuk memalstikaln balhwal semua l keputusa ln daln 

kegialtaln yalng dilalkukaln telalh salh (vallid). 

j. Kontrol. Kontrol da lpalt dibalgi dengaln berbalgali 

calral. ALdal yalng menurut spesifikalsinyal, prosedur, 

kepaltuhaln, daln sebalgalinyal. Untuk dalpalt 

meneralpkaln SOP da ln prosedur-prosedur, ma lkal 

kontrol yalng diteralpkaln halrus mencalkup semual 

bentuk kontrol tersebut.20 

3. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Tujualn pembualtaln SOP aldallalh untuk 

menjelalskaln perincialn altalu stalndalr ya lng  tetalp 

mengenali alktivitals pekerjalaln yalng berulalng-ulalng 

 
20ALndri Oktalvialni, Malnaljemen Opera lsionall, Edisi 1 (Yogya lkalrtal: 

Pustalkalbalrupress, 2023), h. 118-121 



 

28 

ya lng diselenggalralkaln dallalm sualtu orgalnisalsi. 

Menurut Bhalttalchalryal, tujualn dalri Stalndalr 

operalsionall prosedur aldallalh sebalgali berikut: 

a. Membalntu memalstikaln kuallitals daln konsistensi 

lalyalnaln. 

b. Membalntu memalstikaln balhwal pralktik yalng balik 

dicalpali setialp salalt. 

c. Memberikaln kesempa ltaln balgi alnggotal tim untuk 

memalksimallkaln kealhlialnnyal. 

d. Membalntu menghindalri kebingungaln tentalng 

peraln kalryalwaln dallalm melalkukaln pekerjalaln 

(klalrifikalsi peraln). 

e. Memberikaln salraln daln bimbingaln kepaldal 

ka lryalwaln tetalp malupun palruh walktu. 

f. Menjaldi allalt untuk melaltih a lnggotal ka lryalwaln 

ba lru. 

g. Memberikaln kontribusi untuk proses aludit. 

4. Fungsi dan Manfaat SOP  

Fungsi SOP a ldallalh meralmpingkaln tugals 

malnaljer, ka lryalwaln altalu tim, unit kerja l sela lin itu jugal 

seba lgali dalsalr hukum untuk menindalk terjaldinyal 

penyimpalngaln, daln untuk mengetalhui dengaln jelals 

ha lmbaltaln-halmbaltalnnyal daln mudalh dila lcalk sertal 

mengalralhkaln petugals altalu pega lwali untuk sa lmal-salmal 

disiplin dallalm bekerjal. Selalin itu fungsi SOP ya litu 
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seba lgali palndualn dallalm melalksalnalkaln kegialtaln rutin. 

Pera ln daln malnfalalt SOP dallalm sualtu orga lnisalsi 

a ldallalh: 

a. Menjaldi pedomaln kebijalkaln. 

b. Ma lnjaldi pedomaln kegialtaln. 

c. Menjaldi pedomaln birokralsi. 

d. Menjaldi pedomaln aldministralsi. 

e. Menjaldi pedomaln evallualsi kerjal. 

f. Menjaldi pedomaln integralsi. 

5. Efektivitas Penerapan Standar Operasional 

Prosedur 

Mengukur efektivitals kerjal tidalklalh mudalhn 

ka lrenal penilalialnnyal salngalt subjektif. Terda lpalt 

beberalpal calral yalng dalpalt digunalka ln untuk 

mengukur tingkalt efektivitals kerjal orgalnisa lsi, yalitu 

seba lgali berikut: 

a. Ketepaltaln salsalraln progralm 

    Ketepaltaln salsalraln progralm merupalka ln sejaluh 

malnal pesertal progralm tepalt dengaln salsalra ln yalng 

suda lh ditentukaln sebelumnyal. 

b. Sosia llisalsi progralm 

    Sosia llisalsi progralm merupalkaln kemalmpualn 

pelalksalnal progralm dallalm melalkukaln sosia llisalsi 

informalsi mengenali pela lksa lnalaln progra lm 
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sehinggal informalsi tersebut dalpalt tersalmpalikaln 

pa ldal salsalraln pesertal progralm. 

c. Tujualn progralm 

    Tujualn progralm merupa lkaln sejaluh malnal 

kesesua lialn alntalral halsil pelalksalnalaln progra lm 

dengaln tujualn altalu rencalnal talng tela lh disepa lkalti 

sebelumnyal. 

d. Pemalntalualn progralm 

     Pemalntalualn progralm merupalkaln kegialtaln yalng 

dilalkukaln setelalh dilalksalnalkalnnyal progra lm 

seba lgali bentuk pengalmaltaln kepaldal pesertal 

progra lm.21 

C. Manajemen Operasional Haji  

1. Pengawasan Ibadah Haji di Indonesia 

Pemerintalh memiliki kewa ljibaln daln ta lnggung 

jalwalb terhaldalp keberhalsilaln Ibaldalh Halji di Indonesial 

tersebut, alpalkalh terkalit kebijalkalnnyal, pelalksalnalaln 

da ln pengalwalsalnyal. Dalri unsur pelalksalnalaln, 

penyelenggalralaln Ibaldalh Halji dilalkuka ln oleh 

pemerintalh daln malsyalralkalt yalng dipresentalsikaln oleh; 

Penyelenggalralaln Ibaldalh Halji Khusus (PIHK), da ln 

Kelompok Bimbingaln Ibaldalh Halji (KBIH) di ALralb 

Sa ludi. Daln tetalp mengikuti seluruh prosedur ya lng 

 
21ALndri Oktalvialni, Malnaljemen Operalsionall, Edisi 1 (Yogya lkalrtal: 

Pustalkalbalrupress, 2023), h. 121-124 
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telalh ditetalpkaln pemerintalh Indonesial da llalm hall ini 

menteri algalmal Republik Indonesial, untuk menja lgal 

ketertibaln daln kealmalnaln dallalm penyelenggalralaln 

ibaldalh halji.22 

2. Organisasian Penyelenggaraan Haji di Indonesia 

a. Orga lnisalsi Permalnent System 

Orga lnisalsi yalng bersifalt teta lp merupalkaln entitals 

ya lng melalksalnalkaln tugals daln fungsi sepalnjalng 

talhun. Susuna ln orgalnisalsinyal meliputi: 

1.) Menteri ALgalmal. Sebalga li koordinaltor di 

tingkalt pusalt yalng sehalri-halri dilalksalna lkaln 

oleh direktur jendra ll penyelenggalralaln halji daln 

umralh. 

2.) Gubernur. Sebalgali koordinaltor di tingka lt 

provinsi, ya lng sehalri-halri dilalksalnalkaln oleh 

kepallal stalf penyelenggalralaln halji yalitu kepallal 

ka lntor wilalyalh kementrialn algalmal provinsi. 

3.) Bupa lti altalu Wallikotal. Sebalgali koordina ltor 

ditingkalt kalbupalten altalu kotal yalng sehalri-ha lri 

dilalksalnalkaln oleh kepallal stalf penyelenggalra laln 

ha lji yalitu kepallal kalntor kementrialn alga lmal 

ka lbupalten altalu kotal. 

 
22Muh ALnwalr, “Malnaljemen Opera lsionall Orgalnisalsi 

Penyelenggalralaln Halji”, UIN ALlaluddin Malkalssalr: Jurnall Kaljialn Halji, Umralh 

daln Keislalmaln, Vol. 1. 2. (2020) 1-15 (h.3) 
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4.)  Duta l besalr Republik Indonesia l untuk ALralb 

Sa ludi sebalgali Koordinaltor daln konsula lt 

Jendra ll RI di Jeddalh sebalgali koordina ltor 

ha lrialn yalng sehalri-halri dilalksalnalkaln oleh 

kepallal kalntor urusa ln halji di ALralb Sa ludi, 

selalku kepallal stalf teknis penyelenggalral halji. 

b. Orga lnisalsi Non Permalnent System   

Pa lnitial penyelenggalral ibaldalh halji (PPIH) 

ditingkalt pusalt, embalrkalsi daln di ALralb Sa ludi. 

Da llalm menetalpkaln kepalnitialaln ini ba lnyalk 

menyertalkaln unsur instalnsi altalu unit terka lit, balik 

pa ldal operalsionall pelalksalnalaln halji, malsal 

pemberalngkaltaln, malsal talnggall di ALralb Sa ludi, 

malupun malsal pemulalngaln. Dallalm struktur 

orga lnisalsi kepalnitialaln ini terdiri da lri: 

Pa lnitial penyelenggalral ibaldalh halji (PPIH) pusa lt 

diketuali oleh sekreta lris direktoralt jendrall PHU. 

1.) Pa lnitial PPIH ALralb Sa ludi diketuali oleh ketual 

sta lf teknis urusaln halji altalu KHU di Jeddalh. 

2.) Pa lnitial PPIH embalrkalsi diketuali oleh kepallal 

ka lntor wilalyalh kementrialn algalmal provinsi yalng 

memiliki embalrkalsi. 

3.) PPIH ka lbupalten altalu kota l diketuali oleh kepallal 

ka lntor kementrialn alga lmal kalbupalten altalu kotal. 

Ka lntor misi Ha lji Indonesial altalu kemudialn disebut 
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KUH ya lng merupalkaln unit pelalksalnala ln teknis (UPT) 

Direktoralt Jendrall pelalksalnalaln halji daln umralh di ALralb 

Sa ludi. 

3. Asas Tujuan dan Implementasi Manajemen 

Operasional Haji  

Da llalm undalng-undalng No.13 ta lhun 2008 pa lsall 2 

menyaltalkaln balhwal penyelenggalralaln ibaldalh halji 

berdalsalrkaln alsals kealdilaln, profesiona llitals, daln 

a lkuntalbilitals dengaln prinsip nirlalbal. Beberalpal alsals 

ya lng dalpalt dijelalskaln sebalgali berikut: 

a. ALsals Kealdilaln  

ALdallalh penyelenggalra laln ibaldalh halji berpegalng 

pa ldal kebenalra ln, tidalk beralt sebelalh, tidalk 

memihalk daln tidalk sewenalng-wenalng. ALsals 

kealdilaln diimplementalsikaln dengaln sistem 

pendalftalraln halji daln keberalngkaltaln sesua li nomor 

urut porsi dengaln prinsip first come first served. 

b. ALsals Profesionallitals 

Bermalknal balhwal penyelenggalralaln ibalda lh halji 

ha lrus dilalksalnalkaln dengaln mempertimbalngkaln 

pengetalhualn, kealhlialn, daln pengallalma ln palral 

penyelenggalralnyal. ALsals profesionallitals ini 

diwujudkaln peneralpaln sistem malnaljemen mutu 

(SMM) berba lsis ISO 9001-2008. 

c. ALsals alkuntalbilitals dengaln prinsip nirlalbal 
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Beralrti balhwal penyelenggalralaln halji bersifa lt 

terbukal daln dalpalt dipertalnggung jalwalbkaln. secalral 

etik daln hukum dengaln prinsip tidalk mencalri 

untung. 

d. ALsals ALkuntalbilitals 

Dilalkukaln dengaln pengelolalaln keualngaln sesua li 

sistem alkutalnsi pemerintalh serta l berbalsis sya lrialh. 

Da llalm penyelalnggalralaln ibaldalh halji, penera lpaln 

malnaljemen operalsi da lpalt dilihalt sebalgali berikut: 

6. Talhalp Pral Operalsi 

Menyusun rencalnal operalsionall penyelengga lralaln 

ibaldalh halji melalkukaln sertal menyalkinkaln ba lhwal 

semual input lalyalnaln sudalh sialp daln tersedial 

sebelum operalsionall halji, balik di Ta lnalh alir 

malupun di ALralb Saludi. 

7. Talhalp Operalsionall 

Melalksalnalkaln seluruh kegialtaln lalyalnaln di Talnalh 

ALir daln ALralb Saludi sesuali talhalpaln berda lsalrkaln 

SOP serta l melalkukaln pemalntalua ln daln 

pengendallialn pelalksalna lalnnyal. 

8. Talhalp Palscal Operalsi 

Melalkukaln restoralge terhaldalp semual input yalng 

digunalkaln untuk operalsi talhun berikutnya l sertal 

evallualsi talhalpaln, komponen input, pela lksalnalaln 
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da ln halsilnyal.23  

D. Haji 

Ha lji merupalkaln sa llalh sa ltu dalri limal rukun Isla lm 

ya lng waljib dilalksalnalkn oleh setialp muslim ya lnh malmpu, 

ba lik secalral finalnsiall malupun fisik, ibalda lh ini memiliki 

malknal yalng salngalt mendallalm dallalm kehidupaln umalt 

Isla lm, menga ljalrkaln tentalng ketalaltaln, pengorba lnaln, daln 

persa ltualn umalt.  

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, pengertialn 

ha lji aldallalh zialralh ke kal’balh di bulaln halji a ltalu Dzulhijjalh 

dengaln melalkukaln almallaln-almallaln halji seperti ihralm, 

talwalf, sal’I, daln wukuf di Pa ldalng ALralfa lh. Sedalngkaln 

secalral balhalsal, kaltal halji beralsall dalri balha lsal ALralb ”all-

ha ljj” ya lng beralrti menyengaljal sesualtu, dallalm konteks ini, 

menyengaljal mengunjungi kal’balh di Malkka lh.  

Seda lngkaln secalral syalral halji dimalksudkaln menuju 

Ba litullalh all-halralm (kalbalh) untuk melalkukaln ibaldalh 

tertentu (halji). Secalral terminologis, ha lji aldallalh 

berkunjung ke balitullalh (kalbalh) di Ma lkkalh untuk 

melalkukaln seralngkalialn rituall ibaldalh ha lji paldal walktu 

 
 23Muh ALnwalr, “Malnaljemen Opera lsionall Orgalnisalsi 

Penyelenggalralaln Halji”, Uin ALlaluddin Malkalssalr: Jurnall Kaljialn Halji, Umralh 

daln Keislalmaln, Vol. 1. 2. (2020) 1-15 (h 4-7) 
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tertentu, yalitu paldal bulaln Dzulhijjalh.24 Ba lgi Umalt 

Muslim, menuna likaln ibaldalh halji hukumnya l waljib. Hall ini 

tertualng dallalm suralh ALli imraln, alyalt 97 seba lgali berikut: 

  ّ قاَم   ابّ رٰهّي مَ  ە   وَمَن   دخََلهَ   كَانَ  اٰمّناً    وَلِّلٰ   بيَ نّٰت   مَّ
فيّ هّ  اٰيٰت  

تطََاعَ  اّليَ هّ  سَبيّ لً    وَمَن    كَفرََ  فاَّنَّ   .عَلىَ النَّاسّ  حّج   ال بيَ تّ  مَنّ  اس 

  اٰللَّ  غَنيّ    عَنّ  ال عٰلَمّي نَ 

ALrtinyal: “Mengerjalkaln halji aldallalh kewa ljibaln malnusial 

terhaldalp alllalh, yalitu balgi oralng yalng malmpu melalkukaln 

perjallalnaln ke balitullalh. Balralng sialpa l mengingkalri 

kewa ljibaln halji, malkal sesungguhnyal allla lh malhal kalyal 

(tidalk memerlukaln sesualtu) dalri semestal a llalm.” (Qs. ALli 

Imralh: 97). 

 

1. Haji Khusus 

Ha lji khusus aldallalh progralm halji yalng dikelolal 

oleh pihalk swalstal, nalmun tetalp dallalm pengalwalsaln 

kementrialn algalmal RI. Progra lm ini ditujukaln balgi 

jalmalalh yalng ingin mendalpa ltkaln lalya lnaln lebih 

nya lmaln dengaln walktu tunggu lebih singka lt dibalnding 

ha lji reguler. Berikut ciri-ciri halji khusus:  

4.) Walktu tunggu lebih singka lt, jika l halji reguler bisal 

menunggu hinggal 20 talhun lebih, halji khusus 

 
24Noor Halmid, Malnaljemen Halji daln Umralh (Yogyalkalrtal: semestal 

alksalral, 2020), H.3. 
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bialsalnyal halnyal sekitalr 5-7 talhun. Meskipun lebih 

cepalt dibalnding halji reguler, halji Khusus memiliki 

kuotal terbaltals yalng ditentukaln pemerintalh, 

sehinggal tetalp aldal malsal tunggunyal. 

5.) Fa lsilitals lebih balik, jalmalalh menda lpaltkaln 

a lkomodalsi hotel bintalng 4 altalu 5, malkalnaln 

berkuallitals, sertal tralnsportalsi lebih nyalmaln selalmal 

di talnalh suci. 

6.) Dura lsi perjallalnaln lebih pendek, bia lsalnya l halnyal 

sekitalr 20-25 ha lri, lalnih singkalt da lri halji reguler 

ya lng bisal mencalpali 40 halri. 

7.) Bimbingaln ibaldalh lebih intensif, ka lrena l jalmalalh 

lebih sedikit, pembimbing ha lji bisal memberikaln 

perhaltialn lebih dallalm pelalksalnalaln ibaldalh ha lji. 

8.) Bialyal lebih malhall, dibalnding halji reguler, bialyal 

Ha lji Khusus lebih tinggi ka lrenal falsilitals premium 

da ln lalyalnaln Eksklusi.25 

2. Perbedaan Haji Khusus dengan Haji Reguler  

Aspek Haji Reguler  Haji Khusus  

Penyelenggalral Pemerintalh melallui 

kemenalg 

PIHK (swa lstal) 

 
25BPKH.go.id, “Perbeda laln Halji Furodal daln Halji Plus”. 27 juli 

2024. https://bpkh.go.id/perbeda laln-halji-furodal-daln-halji-plus/ [24 februa lri 

2025] 

https://bpkh.go.id/perbedaan-haji-furoda-dan-haji-plus/
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Ma lsal Tunggu 20-30 talhun 5-7 talhun 

Bialyal  Rp. 50 jutal  Rp. 150-300 

jutal 

ALkomodalsi  Hotel bialsal (jalralk jaluh 

da lri Malsjidil Halralm) 

Hotel 

berbintalng 

(dekalt Malsjidil 

Ha lralm & 

Na lbalwi) 

Dura lsi perjallalnaln 40 ha lri 15-25 ha lri 

Tralnsportalsi  Penerbalngaln reguler Penerbalngaln 

premium 

(lalngsung ke 

Jedda lh altalu 

Ma ldinalh 

Lalyalnaln  Sta lndalr  VIP (ma lkalnaln, 

tralnsportalsi, 

tendal ALralfalh & 

Mina l lebih 

nya lmaln). 

 

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Haji Khusus 

Unda lng-undalng No.8 talhun 2019 tentalng 

penyelenggalralaln ibaldalh Halji daln Umralh merupa lkaln 

pa lyung hukum utalmal yalng mengaltur seluruh alspek 
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penyelenggalralaln halji, terma lsuk halji Khusus. Da llalm 

unda lng-undalng ini terdalpalt beberalpal pa lsall tentalng 

penyelenggalralaln ibaldalh halji khusus (PIHK) da ln 

pelalksalnalaln halji dengaln kuallitals premium, alntalral lalin 

Pa lsall 86-91: 

a. Pembentukaln daln Kuallifikalsi PIHK: unda lng-

unda lng ini menetalpkaln balhwa l penyelengga lralaln 

ibaldalh Halji Khusus ha lnyal dalpalt dilalkuka ln oleh 

PIHK ya lng telalh memenuhi syalralt tertentu dalri 

pemerintalh. 

b. ALspek ALdministralsi daln Keualngaln: dia ltur pulal 

mekalnisme pembalyalraln, di malnal callon ja lmalalh 

diwa ljibkaln membalyalr setoraln alwall ya lng 

kemudialn dikelolal secalral tralnspalraln. 

c. Stra lndalr Pelalyalnaln daln Falsilitals: PIHK diha lruskaln 

menyedialkaln falsilita ls lebih unggul dibalndingkaln 

ha lji reguler, mulali dalri alkomodalsi, la lyalnaln 

tralnsportalsi hinggal penyedialaln tenda l yalng 

memaldali di ALralfalh daln Minal. 

d. Penga lwalsaln daln Salnksi: terdalpalt mekalnisme 

pengalwalsaln dalri kementrialn algalmal yalng dalpalt 

memberikaln teguraln, dendal aldministraltive, altalu 

ba lhkaln pencalbutaln izin.26 

 
26Undalng-undalng Republik Indonesia l Nomor 8 talhun 2019 tentalng 

Penyelenggalralaln Ibaldalh Halji daln Umralh, Lembalraln Negalral Republik 

Indonesial talhun 2019 nomor 75. 
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1) Pedomaln operalsionall: Peralturaln pemerinta lh No.79 

talhun 2012.  

Pera lturaln pemerintalh (PP) No.79 talhun 2012 

berperaln sebalgali pedomaln teknis pelalksalna laln halji 

Khusus, ya lng mencalkup: 

a. Prosedur penda lftalraln daln Pembalya lraln, 

menjalbalrkaln tentalng calral pendalftalraln jalmalalh, 

termalsuk mekalnisme pembalyalraln setoraln a lwall 

da ln pelunalsaln bialyal sesuali dengaln palket ya lng 

dipilih. 

b. Sta lndalr lalyalnaln da ln pelalksalnalaln ibaldalh ha lji, 

menetalpkaln stalndalr operalsionall yalng ha lrus 

dipenuhi oleh PIHK, mula li dalri penyedialaln 

fa lsilitals alkomodalsi, tralnsportalsi, hinggal 

malnalsik halji yalng waljib diikuti oleh ca llon 

jalmalalh.27 

2) Keputusa ln Menteri ALgalmal 

a.) Keputusa ln Menteri ALgalmal No.726 talhun 2022. 

Ketentualn pembalyalraln setoraln alwall, menga ltur 

besa lraln daln mekalnisme pembalyalraln setoraln 

a lwall yalng wa ljib dibalyalrkaln oleh callon jalmalalh. 

Da lnal yalng disetorkaln ditempaltkaln paldal 

rekening khusus milik Kementria ln ALgalmal 

 
27Peralturaln Pemerintalh Nomor 79 talhun 2012 tentalng pedomaln 

operalsionall penyelenggalralaln halji, lembalraln Negalral Republik Indonesia l Talhun 

2012 nomor 79. 
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untuk menjalmin tralnspalralnsi daln alkuntalbilitals. 

b.) Keputusa ln Menteri ALgalmal No.115 talhun 2023. 

Penetalpaln kuotal Halji Khusus, meneta lpkaln 

ba lhwal halji khusus (ONH Plus) dia lloka lsikaln 

sebesa lr 8% dalri totall kuotal ha lji nalsionall.28 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28Keputusaln Menteri ALgalmal Nomor 115 Talhun 2023 tentalng 

Penetalpaln kuotal halji khusus. 


